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PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara  perdata permohonan
pada peradilan tingkat petama,  menetapkan sebagai berikut dalam perkara
permohonan , dengan para pihak sebagai berikut :

1. Nama : DEDDI MAULANA Bin JAMUAH;
Tempat/tanggal lahir : Pati, 15 Juli 1997,
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sendangsoko, RT.10/RW.1, Kecamatan
Jakenan, Kabupaten Pati;
Agama :Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon |;

2. Nama : NIKE YULIA UTAMI Binti SUYADI;
Tempat/tanggal lahir : Pati, 26 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sarimulyo, RT.2/RW.3, Kecamatan Winong,
Kabupaten Pati;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon/Para Pemohon;

Selanjutnya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
Dr.NIMERODI GULO, SH., MH., dan SRI WAHYUNINGSIH, SH.,
kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor
Lembaga Studi dan Bantuan Hukum “TERATAI" (Tegas Rasional
Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya
No.3, Perumnas Winong, Rt.07/Rw.04, Desa Winong, Kec  amatan
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Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pati pada hari Kamis, tanggal 2 September 2020, dengan nomor :
W12:U10/221/Hk.01/09/2020, dan VIEKO MEISKA PUTRA
MAHANGGA, SH., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga
Studi dan Bantuan Hukum ‘TERATAI' (Tegas Rasional Tangkas

serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya No.3,
Perumnas Winong, Rt.07/Rw.04, Dasa Winong, Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, berdasark an Surat Kuasa  Substtusi tanggal 17
September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadiian
Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dengan
nomor : W12-U10/236/Mk.01/09/2020, yang untuk selanjutrya disebut
sebagai Kuasa Pemohon/Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti dari Para Pemohon , baik alat
bukti surat maupun alat bukti saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31
Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI adalah sepasang
kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara;
2. Bahwa DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI berkeinginan untuk

"

hubungan ka ke jenjang yang lebih serius yaitu
pernikahan. Akan tetapi ketika hendak mencatatkan pernikahan ke Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, mereka terkendala

dengan adanya perbedaan keyakinan yang mereka anut, dimana DEDDI
MAULANA beragama Islam sedangkan NIKE YULIA UTAMI beragama
Kristen;

3. Bahwa selama DEDDI MAULANA DAN NIKE YULIA UTAMI menjalin cinta,
tidak pernah ada masalah dengan perbedaan keyakin an yang mereka

Halaman 2 dan 12 Penetapan Nomor 122/Pdt P2020/PN Pt

Dstarmer

Mepwtorn
[

[y At Arg i Sutns
N gartocsar@mathametiogung goJd Tep: 021-384 3948 (axt 318)



el
Yortanay

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 73

putusan.mahkamahagung.go.id

S

o

o

-

©

©

10.

peluk. Selama inl mereka bisa saling bertoleransi ketika masing -masing
pihak hendak menjalankan ibadah sesual agama mereka,

. Bahwa syarat -syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut

peraturan perundangan -undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi
kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut,

Bahwa menurut ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan
dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Maka  berdasarkan
ketentuan tersebut tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila
ada dua orang yang akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1845 menyatakan negara
menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk ag ~ amanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu,
mengandung arti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara

dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga ng tidak
boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dala m hal ini calon istri
maupun calon suami;

. Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat

aturan yang mel g perkawinan beda ag , sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan dikatakan
sah, apabilad ilakukan menurut hukum masing -masing agama dan
kepercayaannya;
Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, perbedaan

g bukan mer |

gan untuk 1gkan perkawinan;
Bahwa berdasarkan Undang  -Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Admini i Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang -
Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 dan
dijelaskan lagi dalam penjelasan pasal 35 huruf a bahwa yang di ~ maksud
dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan
yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Bahwa berdasarkan Undang -Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia terdapat sekitar 60 hak sipil warga negara yang tidak b oleh
diintervensi atau dikurangi oleh siapapun diantaranya adalah soal memilih
pasangan, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan yang terdapat
dalam pasal 10;
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11. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdy/ 1966
menyatakan bahwa para pasangan b eda agama bisa meminta penetapan
pengadilan untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang akan
dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil,

. Bahwa dalam hal pencatatan perkawinan antara NIKE YULIA UTAMI
dengan DEDDI MAULANA di Kantor Dinas Kependudukan dan C atatan Sipil
Kabupaten Pati baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari
Pengadilan Negeri Pati;

13. Bahwa antara DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI tidak

mempunyal hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;

14. Bahwa keluarga DEDDI MAULANA dan keluarga NIKE YULIA UTAMI telah
merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

15. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pati,
maka sepantasnyalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan
ini di Pengadilan Negeri Pati;

16. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon
sesuai dengan Peratura n Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan -alasan yang kami kemukakan tersebut diatas,
kiranya permohonan Para Pemohon telah berdasarkan hukum sehingga Para
Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Pati untuk meneriman ya dan selanjutny berikan Per
berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI untuk

melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Pati;

1

N

sebagai

P

3. Memerintahk an kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yang sudah
berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan
perkawinan antara NIKE YULIA UTAMI dengan DEDDI MAULANA dan
dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini
kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Para
Pemohon telah hadir ghadap Kuasanya, selain itu Para Pemohon Prinsipal
juga hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati kepada Para
Pemohon untuk memikirkan masak -masak apa yang menjadi keinginanannya
terkait dengan pernikahan beda agama | akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil, Para Pemohon bersikukuh dengan kehendaknya semula,  sehingga
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan
Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonanfya
tersebut, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan  alat bukti surat ,
sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  DEDDI MAULANA, fotokopi
sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi
tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8439/TP/1999 tanggal 29 Juni 1999,
atas nama DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai
cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318090910070005 atas nama kepala
keluarga JAMUAH, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang
untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda P enduduk atas nama NIKE YULIA UTAMI, fotokopi
sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi
tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2818/TP/2005 at as nama NIKE YULIA
UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk
selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318041806080018 atas nama kepala
keluarga SUYADI , fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang
untuk selanjutnya dibe ri tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat ljin Orang Tua, tertanggal 1 September 2020 , yang dibuat
dan d itandatangani oleh Bapak SUYAD | dan Ibu SUGIHARNI, fotokopi
sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi
tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat ljin Orang Tua, tertanggal 1 September 2020 , yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Bapak JAMUAH dan Ibu GAMIRAH , fotokopi
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sesual dengan aslinya, bermeteral cukup, yang untuk sefanjutnya diberi
tanda bukti P.8;

9. Fotokopl Surat Pernyataan tertangga | 2 Septemb er 2020 yang dibuat dan
ditandatangani oleh NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesual dengan aslinya,
bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9,

. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2020 yang dibuat dan
ditandatangani oleh DEDDI MAULANA | fotokopi sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

. Fotokopi  Penetapan tertanggal 27 Oktober 2010  Nomor
156/Pdt.P/2010/PN Ska, Fotokopi dari Fotokopl sumber Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI , bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi
tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145.1/203/07 NX/2020 tanggal 7
September 2020, dari Kepala Desa Sendangsoko Jakenan Pati, yang pada
pokoknya JAMUAH adalah warga setempat dan orang tua kandung dari
DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang
untuk selanjutnya diberi tanda bu kti P.12;

Alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di muka

persidangan telah diperiksa dengan aslinya, maka suratsurat tersebut dapatlah

diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

1

o

1

-

Menimbang, bahwa selai n mengajukan surat -surat bukti tersebut, Para
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksiya ng telah didengar
keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRO, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pendeta
dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah jemaat saksi;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan dalam
rangka untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pernikahan Beda
Agama;

- Bahwa Pemohon DEDDI MAULANA memeluk Agama Islam sedangkan
Pemohon NIKE YULIA UTAMI memeluk Agama Kristen;

- Bahwa orang tua Pemohon DEDDI MAULANA bernama bapak JAMUAH
dan ibu GAMIRAH, sedangkan orang tua Pemohon NIKE YULIA UTAMI
bernama bapak SUYADI dan Ibu SUGIHARNI;
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- Bah pengetahuan saksi, Pemohon DEDDI MAULANA dengan
Pemohon NIKE YULIA UTAMI sudah berpacaran sejak duduk di bangku
sekolah kurang lebih ada 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa rencananya mereka akan melangsungkan pernikahannya ity
setelah mendapat ijin Penetapan darl Pengadilan Inl, karena sebelurnnya
Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI
sudah pemah datang di KUA Kecamatan Winong dan ditolak lesan,
dengan alasan beda agama dan disarankan untuk datang ke Kantor
Calatan Sipil saja dan setelah menanyakan di Kantor Catatan Sipil Pati di
sarankan untuk minta Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri
Pati;

- Bahwa oleh karena Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah jemaat saksi,
saksi sudah pemnah memberikan nasihatdan saran sesuai dengan ajaran
agama yang dianutnya, akan tetapi Pemohon NIKE YULIA UTAMI tetap
pada pendiriannya karena sudah saling mencintai dan katanya sudah
saling bisa menerima;

- Bahwa kedua orang tuanya baik orang tua Pemohon DEDDI MAULANA
maupun orang tua Pemohon NIKE YULIA UTAMI, sama-sama
menyetujui dan merestuinya anaknya menikah dengan kondisi berbeda
agama;

- Bahwa keduanya sebelumnya belum pemah menikah, dengan kata lain
bahwa Pemohon DEDDI MAULANA masih berstatus jejaka dan
Pemohon NIKE YULIA UTAMI masih berstatus perawan;

- Bahwa padawaktu mengurus perkawinananya di KantorUrusan Agama
dan di Kantor Pencatatan Sipil, saksi turut mendampinginya bersama
dengan Bapak KaurKesra Desa Sarimulyo;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pemah bertemu dengan kedua orang
tua Para Pemohon, mereka tetap menyatakan ingin menikahkan anaknya
walaupun berbeda agama;

. Saksi ANDIKA, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan
saudara, karena saksi berteman dengan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon sekarang berada di Pengadilan dalam rangka
untuk mengajukan Permohonan Kawin Beda Agama;

- Bahwa Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam dan Pemohon
NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

N
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Bahwa Para Pemohon sudah berpacaran sejak duduk di bangku sekolah
sampai dengan sekarang,

Bahwa saksl pernah dikasih tahu oleh Pemohon DEDDI MAULANA,
pernah mengurus pernikahannya di KUA namun ditolak dan disarankan
ke Kantor Catatan Sipil, kemudian di Kantor Catatan Sipil juga ditolak
karena beda agama dan disarankan untuk menga jukan permohonan ijin
nikah beda agama di Pengadilan;

Bahwa kedua orang tuanya  Para Pemohon  semuany a menyetujui ,
merestui dan mengijinkannya;

Bahwa pekerjaan Pemohon DEDDI MAULANA adalah sebagai karyawan
di agen gas Elpiji dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI belum bekerja;
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon

menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah didengar

keterangan orang tua kandung dari Para Pemohon, yaitu:
Bapak JAMUAH sebagai orang tua dari Pemohon DEDDI MAULANA :
- Bahwa sebagaiorangtua , telah mengetahui hubungan antara  Para

Pemohon dan keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan
pernikahan;

Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin
danrestu baik kepada Para Pemohon, walaupun Pemohon ~ DEDDI
MAULANA berag Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAM |
beragama Kristen;

Bapak SUYADI sebagai orang tua dari Pemohon NIKE YULIA UTAMI :

Bahwa sebagai orang tua telah , mengetahui hubungan antara  Para
Pemohon dan keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan
pernikahan;

Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin
dan restu baik kepada Para Pemohon, walaupun Pemohon DEDDI
MAULANA berag Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI
beragama Kristen;

Menimbang, bahwa akhimya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal -

hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah
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termuat dan menjadi bagian yang lak ta fpisahkan dangan Risalah Panetapan
ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon ada lah seperti
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan p honan Para Pernohon
pada pokoknya adalah genal p: h 1jin agar perkawinan beda agama
antara Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI
dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil K abupaten Pati,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti -bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan
bukti P.12, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUDIRO dan
saksi ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  -bukti surat dan bukti  saksi
tersebut, diperoleh fakta persidangan s ebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yakni Pemohon DEDDI MAULANA dan Pemohon
NIKE YULIA UTAMI adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin
hubungan asmara sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang;

- Bahwa Para Pemohon tersebut untuk melanjutnya hubungan ters  ebut ke
jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi terkendala karena
Para Pemohon berbeda agama, Pemohon DEDDI MAULANA beragama
Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen,
sehingga tidak berhasil ketika hendak mencatatkan pernikahan ke KUA dan
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;

- Bahwa segala persy 1 telah dipersiapkan, | li adanya perbedaan
agama yang mereka anut;

- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati baru
akan melayani jika sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan

tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa keluarga  Para Pemohon sama -sama telah merestui rencana

pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas

berlangsungnya pernikahan tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta  -fakla tersebut, selanjutnya
dipertimbangkan sebagai berik ut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud deng an perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagal suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suatu perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan
kepercayaannya itu (Vide  : Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat
(4) mengatur bahwa :

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang  -undang ini maka ia
akan menolak melangsungkan perkawinan;

2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsung kan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan

alasan penolakkannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan
kepada Pengadilan diwilayah manap egawai pencatat perkawinan yang

mengadakan penolakan berkedudukan untuk beri keputusan dengan
hkan surat k gan penolakan tersebut diatas;

4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan
memberikan ketetapan, apakah iaa kan menguatkan penolakan tersebut
ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;

5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan -rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin

| + tont. Roaicca

dapat mer i pembe ri g 5
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang

diajukan dalam perkara ini, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor
1 Tahun 1974 t g Perkawinan tersebut diatas, diketahui bahwa ternyata
Para Pemohon tidak menyertakan bukti apapun dari KUA maupun dari Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil K abupaten Pati, yang berisi p enolakan
permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh
Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDIRO, bahwa Para
Pemohon telah berusaha datang ke kantor Catatan Sipil untuk menyampaikan
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niatnya, namun mendapatkan penolakan meskipun tidak ada bukti taruhs bat
alasan mengapa ditolak. Sedangkan saksl ANDIKA  mengetahul dar) Pernohon
sehingga dapat dikategorikan tidak mengerti sendiri atau testimonium de audity

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan
dengan tidak ada nya bukti tertulis tentang penolakan dari  KUA ataupun dari
Dinas Kepen dudukan dan Cat atan Sipil Kabupaten Pati, terk  ait dengan
ketentuan Pasal 21  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tersebut
ditatas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh
upaya yang digariskan oleh ketentuan undang -undang terse but, atau dengan
kata lain Para Pemohon  dianggap belum menempuh satu langkah yang
seharusnya dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan belumnya Para Pemohon menempuh
langkah yang diam anatkan undang-undang, menyebabkan perkara ini menjadi
terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan
di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini dipandang mengandung cacat
formil, dan atas dasar tersebut maka Permohonan ini patut untuk dinyatakan
tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dinyatakan tidak dapat
diterima, maka Para Pemohon dibebani membay gala biaya dalam perkara
ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974,
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 tentang Perat Pelak Perat Pres iden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima
(niet on vankelijke verklaard);

2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang
hingga kini ditaksir sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
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Demiklan ditatapkan pada harl Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh
AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagal Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negerl Pati Nomor 122/Pdt P/2020/PN Pti tanggal
28 Agustus 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUHARDI, HS, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

SUHARDI, HS AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

Perincian biaya :
. Materai ....
. Redaksi ...

Rp.6.000,00;
Rp.10.000,00;
Rp.50.000,00;
Rp.40.000,00;

Rp.0,00;
Rp.0,00;
Rp.0,00;
Jumlah v Rp.106.000,00;
( seratus enam ribu rupiah )
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PENETAPAN
Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negerl Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagal berikut
atas permohonan:
Gregorlus Agung Beyeng Amoh,beralamat KTP: di JI. Warakas IX Gg.13
No.648, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisill JI.
Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya

disebut sebagai Pemohon I;

Regina Yasmina Augustineberalamat KTP: di JI. Warakas IX Gg.13 No.64B,
RT 009/RW 013 Kel, Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili JI. Paradise 4 Blok
F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara,
DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon
n;

Untuk selan] Pemohon | dan Pemohon Il disebut

sebagai , Para Pemohony

pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemoh lalul surat permoh wya tanggal
13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakara Utara
pada tanggal 14 Juli 2023, di bawah Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/

PN Jkt.Utr, telah jukan permoh bagai berikut:
1. Bahwa PEMOHON | merupakan seorang  Laki-Laki
berke Ind ia dan beragama Katholik sebagalmana

tercantum dalam KTP NIK : 3172020109760013;

2, Bahwa PEMOHON Il merupakan seorang Perempuan
berkewarganeg Ind ja dan berag Kristen sebagalmana
tercantum dalam KTP NIK : 3172026608760006;

3, Bahwa PARA PEMOHON telah kat untuk lak L

perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing
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sehingga PARA PEMONON bersedia dan sepakat untuk inelaksarakan
perkawinan antar-umat beragama,

4. Dahwa pada tanggal 1 Februart 2023, PARA PEMOHON taiah
melangsungkan perkawinan/pembarkatan perkawdran mentrut hukim
agama & kepercayaan PARA PEMOHON di Gerefa 5T. Yohanes Bosco
Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkavinan
(Testi Matrimoni) No. Reg| il Hal 028 No 1634 yang
dikeluatkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Suntef
Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarts, SOB
selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trlanto, 508 selaku Pastor

yang memberkati perkawinan;

5.  Bahwa bukti dok Surat Perkawl: (Testimonlum Matrimoni)

PARA PEMOHON sebagalmana yang telah diuraikan diatas dalam Surat

Permohonan Penetapan Pengesahan Pencatatan Perkawinan ini sudah
hi syarat Perkawi yang sah secara hukum dan agama

sebagaimana diatur dalam:
pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

tang Perubahan atas Und dang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawi yang yatakan bah
“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakuk ut huk
ing ing ag fon kepercayaannya itu;dan

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang

undangan”
6. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa Pencatatan
Perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan P Sipil
sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 Admi | Kependudukan, yang yatakan bahwa

“(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

Lolnhis L

a. ;b k ian; ¢. p 7 d. perceraian; dan e.

pengakuan anak”

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan serupa yaitu:

Hale 2 dari 11 hal, P Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

I””

Top 1.
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“Pelayanan Pencatatan Sipil terdirl atas: a. kelahiran; b. lahir mot);
¢. perkawinan .. *
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa:

“Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wiloyoh Negora

Kesatuan Republik Indonesia harus hl persyaratan: a.

surat keterangan telah terjadinya perkawi darl p
agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhon Yang
Maha Esq b...”
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan
bahwa:
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang

I 1 Lot

g P menurut agamanya dan

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

dimak horh : A, A, i

d dalam gai per g g g

pencatatan perkawinan”;
7. Bahwa PARA PEMOHON telah mengurus kelengkapan berkas
dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sejak

N N

sampai dengan D ber 2022, antara lain :
a. Sertifikat Layak Nikah (yang dikeluarkan oleh Puskesmas
Kecamatan Tanjung Priok)
b. Surat Keterangan dan Pengantar Kawin (yang dikeluarkan oleh
Kantor Kelurahan Warakas dan Kelurahan Kebon Bawang,
Kecamatan Tanjung Priok)
8. Bahwa PARA PEMOHON telah mendatangi dan memberitahukan
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta
Utara mengenai perkawinan tersebut, namun dikarenakan Pemohon |
beragama Katholik dan Pemohon Il beragama Kristen, maka Pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak untuk
melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan perkawinan PARA
PEMOHON merupakan perkawinan beda agama sehingga perlu
atu_Pe engadilarsebagaimana berdasarkan
Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
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Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON ke dalam Register Pencatatan

Perkawinan;
5. Membebankan blaya perkara Inl kepada PARA PEMOHON.
Atau,

Apablla Majelis Hakim Pengadilan Negerl Jakarta Utara Yang Memeriksa,
Mengadill, dan Memutus perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah
dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Para Pemohon telah
hadir menghadap sendirl ke persidangan;

Menimb 12k

g bahwa dibacakan permoh Para Pemoh

dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
tersebut;

"

Menimbang, bahwa untuk kan dalil-dalil per ya tersebut,

dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai
berikut:

1. BuktiP-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk
Pemohon | atas nama Gregorius Agung Beyeng Amoh,
dengan NIK: 3172020109760013;

2. BuktiP-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk
Pemohon Il atas nama Regina Yasmina Augustine, dengan
NIK: 3172026608760006;

3. BuktiP-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
Gregorius Agung Beyeng Amoh, No. 634/B/P/1U/1984
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta
pada tanggal 14 April 2023;

4, BuktiP-4 : Foto copy Akta Kelahiran Regina
Yasmina Augustine, No. 416/JU/1976 yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 9
September 1976;

5. BuktiP-5 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor :
3172021005110041
6. BuktiP-6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor :
3172021401098471;
7. BuktiP-7 : Foto copy Surat Keterangan &
Peng Kawin P h | Nomor : 618/XIl/

1.755.22.¢/2022 tertanggal 13 Desember 2022;

dari 11 hal, Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr
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8. BuktiP-8 : Foto copy Surat Keterangan &
Pengantar  Kawin  Pemohon Il Nomor
51/A1,2a/31,72,02.1005/4/-1.755.22/2022  tertanggal 6
Desember 2022;
9, BuktiP-9 : Foto copy Sertifikat Layak Nikah
Pemohon | No: 309/SLN-TANJUNG-PRIOK/XI/2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung
Priok pada tanggal 29 November 2022;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertifikat Layak Nikah
Pemohon Il No: 14/SLN-TANJUNG-PRIOK/XII/2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung
Priok pada tanggal 5 Desember 2022
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Perkawinan
(Testimonium Matrimoni) No. Register Ill Halaman 028
Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes
Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal
1 Februari 2023;
12. BuktiP-12a : Print out Foto Perkawinan Para
Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau
Sunter Keuskupan Jakarta;
13. Bukti P-12b :  Print out Foto Perkawinan Para
Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau
Sunter Keuskupan Jakarta;
14. Bukti P-12c : Print out Foto Perkawinan Para
Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau
Sunter Keuskupan Jakarta;
15. Bukti P-12d :  Print out Foto Perkawinan Para
Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau
Sunter Keuskupan Jakarta;
Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah
diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata

sesuai kecuali bukti P-12a s/d P-12d berupa Print out Foto tanpa diperlihatkan
aslinya di persidangan;

4 di

bahwa

ping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan
Para Pemohon telah pula kan bukti saksi seb k 2 (dua) orang, yang

kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing
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telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara
Persidangan, yang pada pokoknya sebagal berlkut:
1. Saksl Nur Marifatul Hamidah, menerangkan sebagal berikut:

° Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

n Bahwa Para Pemohon menikah secara agama
Katolik pada bulan Februarl 2023;

(] Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja ST.
Yohanes Bosco Parokl Danau Sunter Keuskupan Jakarta

[ Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;

[] Bahwa saks| hadir pada saat Para Pemohon
menikah;

] Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon

belum mendaftarkan dan mencatatatkan perkawinan mereka di Kantor
Catatan Sipil
2. Saksi Calvin Manuel Augustino Polin menerangkan sebagai berikut:

Pl Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
2 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
2 Bahwa Para Pemohon menikah secara agama

Katolik pada bulan Februari 2023;

] Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja ST.
Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta

8 Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;

? Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon
menikah;

[ Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon
belum daftarkan dan menc kan p inan mereka di Kantor
Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para
Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya
kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama
pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Sidang sepanjang belum termuat dalam p.

pan ini, untuk singkatnya harus
dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan p

pan ini;

8, bahwa maksud dan tujuan p h Para Pemohon pada
pokoknya adalah untuk bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah
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Warga Negara Indonesla yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama
Katholik pada tanggal 1 Februarl 2023, adalah sah menurut hukum dan
memberikan izIn kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan
Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jakarta Utarg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulls yang diberl tanda P-1
sampai dengan P-12d yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh
Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya,
dan kesemuanya telah dibubuhl materal secukupnya maka berdasarkan pasal 2
ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materal dan
Besarnya Batas P Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materal

sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksl yaitu saksiNur Marifatul Hamidah dan
saksi Calvin Manuel Augustino Polin yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat
materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai

pembuktian;

Meitnk

g, bahwa sebels bangkan pokok dari per

Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan p
kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagai dit L dalam Buku |l Pedoman

Pelak Tugas Ad rasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan

o fiak d

Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.l., F
Surat P h yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permoh Para Pemoh
dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk
Para Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beralamat KTP: di JI.
Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili JI. Paradise 4 Blok F7/6 Kel.
Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta dimana tempat
tinggal Para Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara
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berwenang untuk mengadill perkara permohonan yang diajukan oleh Para
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonanmya angka 1
(satu) yaitu memohon mengabulkan permol Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih

dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua)
dan angka 3 (tiga) yaltu menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA
PEMOHON adalah Warga Negara Indonesla yang telah melangsungkan
Perkawinan secara Agama Katholk pada tanggal 1 Februarl 2023, adalah sah
menurut hukum dan memberikan Izin kepada PARA PEMOHON untuk
melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, Hakim akan
mempertimbangkan sebagal berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda
Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon | beragama Kristen Katolik dan

Pemohon Il berag Kristen Pr
Menimb bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa foto copy Surat
Perk (Testimonium Matrimoni) No. Register Il Hal 028 Nomor 1634

yang dikeluarkan oleh Gerea ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter
Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai dengan
bukti P-12d diperoleh fakta bahwa Para Pemoh telah |ak k

perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST.

Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon | beragama Katolik dan Pemohon II
beragama Kristen Pry tapi Perkawi antara F hon | dan F hon Il
Jaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon |

yang beragama Katolik dan Pemohon Il yang beragama Kristen Protestan
masih dalam lingkup satu kei dan pada keny ya perkawi Para
Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal = 1 Februari
2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta,
sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan [estimonium Matrimoni) No.
Register Ill Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST.
Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh
Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius

Halaman9 dari 11 hal, Penetopan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

et haparteroar@natkanagng g0 Top-021-384 3348 (oxt 318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ,

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto, SOB selaku Pastor yang memberkatl perkawlinan, sehingga dengan

demikian permohonan adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk

"Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengudilan adolah
Perkawi yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”Dan Pasal 50
ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 :*Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar

umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan okta
perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksonokan berdasarkan penetapan
pengadilan”. Sehingga menurut Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-und di atas, perkawi yang telah dilangsungkan

antara Para Pemohon dapat dicatatkan lah dapat Pl pan darl
Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
diatas oleh karena Perkawinan Para Pemohon adalah Perkawinan yang sah

maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor

catatan Sipil setelah japatk p pan pengadilan Negeri, sehingga
dengan demikian peti permohonan Para Pemohon berasalan untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis
perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungnya dengan permohonan ini
dibebankan kepada Para Pemohon,;

Mengingat ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, Pasal 50 ayat (3)
Permen 108 Tahun 2019 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutanserta
Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan
ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah

Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara

Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum;

3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan

pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Pegawai

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk

melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON

ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
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